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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penahanan anak 

pelaku tindak pidana dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana 

setelah terjadinya penahanan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan 

hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak 

menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian 

Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Anak pasal 1 ayat 3 anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya paksa berupa penahanan terhadap anak 

harus menjadi upaya yang terakhir, (ultimitum remidium). Adapun Ketentuan Hukum 

Tentang Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana terdapaat dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak Penahanan pada 

dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus 

pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan 

anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan 

anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks 

kultural dengan tahanan lain. Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak 

pidana kepada sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk 

lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak.  
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